






A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan salah satu negara multi-suku, multi-etnik, 
multi-agama juga multi-budaya. “Masing-masing budaya yang berkembang pada 
suatu wilayah tertentu memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan lainnya. 
Keanekaragaman kultural di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam dunia 
pendidikan merupakan aset atau kekayaan budaya bangsa, juga sekaligus 
merupakan potensi pengembangan dalam sektor pendidikan, budaya, ekonomi 
hingga politik. Kebenaran dari pernyataan di atas dapat dilihat dari sosio-kultur 
maupun geografis yang begitu beragam dan luas dari jumlah pulau yang ada di 
wilayah” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar kurang lebih 
13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk kurang lebih 260 juta jiwa, 
terdiri dari 300 an suku yang menggunakan hampir 200 an bahasa yang berbeda.  
Kemajemukan “tersebut merupakan kekuatan sosial (social power) dan 
keragaman yang indah apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama, 
hidup harmonis dan stabil untuk membangun bangsa. Konsep majemuk, 
menggambarkan budaya yang lebih dari satu. Keragaman menunjukan bahwa 
keberadaan yang lebih dari satu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat 
disamakan. Kemajemukan ini, ditandai dengan banyaknya agama, suku bangsa, 




apabila tidak dikelola dan dibina dengan”baik akan menjadi pemicu dan penyulut 
konflik dan kekerasan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan 
berbangsa. Serentetan konflik dan kekerasan yang terjadi di beberapa daerah 
merupakan“contoh kekerasan dan konflik horizontal yang telah menguras energi 
dan merugikan tidak saja jiwa dan materi, tetapi juga mengorbankan 
keharmonisan antar sesama masyarakat”Indonesia. 
Di dalam kemajemukan yang menekankan pada kekuatan 
primordialisme, potensi akan terjadinya konflik sangat dimungkinkan terjadi. 
Sebut saja yang sekarang ini terjadi dan banyak dijumpai apalagi menjelang tahun 
politik menghadapi pemiliihan umum tahun 2019 ini adalah banyaknya terjadi 
konflik yang bernuansa SARA (suku, agama ras dan antar golongan). Di Media 
masa maupun media sosial banyak sekali dijumpai kasus yang mengarah pada isu 
tersebut, sebut saja temuan Komnas Ham seperti yang diungkapkan oleh 
Komisioner“Komnas HAM Munafrizal Manan menuturkan, pihaknya masih 
menemukan konflik yang dilaterbelakangi perbedaan suku, agama, ras, dan antar 
golongan (SARA) pada Pilkada 2018. Hal tersebut diungkapkan Munafrizal 
dalam Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 dalam Perspektif HAM di kantor 
Komnas HAM, Jakarta, Senin”(6/8/2018). Artikel ini telah tayang 
di Kompas.com dengan judul "Evaluasi Pilkada 2018, Komnas HAM temukan 
konflik berlatar SARA", (https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/20381 




Apabila konflik dibiarkan berlarut-larut dengan tanpa penanganan yang 
tepat, tak mustahil konflik tersebut semakin berkembang sehingga bisa 
mengancam integritas nasional dan keutuhan bangsa. Untuk itu, ideologi 
masyarakat majemuk yang menekankan pada primordialisme, terutama 
keanekaragaman kebudayaan atau suku bangsa harus digeser menjadi 
keanekaragaman kebudayaan atau ideologi multikultural. Fenomena multikultural 
di Indonesia telah menarik para pakar untuk memberikan solusi mengenai aksi-
aksi yang sampai saat ini banyak muncul, akibat dari gesekan antar etnis. Sebagai 
langkah antisipasi terjadinya konflik-konflik sosial karena adanya multi etnis di 
Indonesia tersebut, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan 
mulai memasukkan muatan tentang multikultural dalam kurikulum pengajaran 
yang mulai diterapkan tidak hanya di bangku universitas tetapi juga diterapkan di 
bangku sekolah-sekolah. 
Masyarakat “Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat multikultural 
karena anggotanya terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang 
beragam. Multikukturalisme merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai 
harganya, sebagai potensi yang harus dikembangkan dan dibina. Sebaliknya 
apabila keberagaman ini tidak dimanfaatkan dan dibina secara benar akan 
berkembang menjadi   suatu   yang   menakutkan.   Oleh   karena   itu   pendidikan   
yang berbasis multikultural merupakan suatu keharusan untuk membina 




paling dibanggakan, dibangun atas dasar tujuan dan kepentingan bersama yaitu 
kemerdekaan”Indonesia. 
Salah satu cara untuk meminimalisir potensi gesekan akan keberagaman 
adalah dengan jalan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)“dalam 
dunia pendidikan, khususnya pendidikan di perguruan tinggi. Dimana pendidikan 
kewarganegaraan memiliki peranan yang strategis dalam mempersiapkan warga 
negara yang cerdas, bertanggung jawab dan beradab. Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan wahana untuk menciptakan warga negara baik yaitu 
warga negara yang tahu, mau dan mampu melaksanakan segala hal yang menjadi 
hak dan”kewajibannya. 
Pendidikan“demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture, untuk 
keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi. Hal ini 
diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang 
rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di 
perguruan tinggi terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 
kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di 
semua fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di”Indonesia. 
Pendidikan “Kewarganegaraan merupakan upaya sadar dan terencana 




jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak serta kewajiban 
dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan 
negara. Dengan adanya penyempurnaan kurikulum, mata kuliah pengembangan 
kepribadian tersebut maka pendidikan kewarganegaraan memiliki paradigma baru 
yaitu Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai 
Dasar Negara dan Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia yang” demokratis.  
Kesadaran “demokrasi dan implementasinya harus senantiasa 
dikembangkan dengan basis filsafat bangsa, identitas nasional kenyataan dan 
pengalaman sejarah bangsa tersebut, serta dasar-dasar kemanusiaan dan 
keberadaban. Oleh karena itu, dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan 
para intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara”yang 
demokratis, religius, berkemanusiaan dan beradab serta warga negara yang mau 
dan mampu menghargai keberagaman yang menjadi fitrah Bangsa dan Negara” 
Indonesia. 
Pendidikan  nasional merupakan proses pembentukan modal sosial bagi 
sebuah proses terwujudnya manusia Indonesia yang demokratis, teleran dan saling 
menghargai keberagaman.  Persoalan lain yang harus diperhatikan terkait dengan 
nilai-nilai keberagaman dan multikultural semakin merosot dalam kaca mata 
hubungan sosial saat ini. Hasilnya adalah keberagaman khususnya yang ada dalam 
dunia pendidikan akan semakin jauh dari harapan.  
Sebagai perbandingan tentang peningkatan mutu pendidikan dan 




penelitian dari Pengajaran Mr Scott menampilkan semua tiga komponen kerangka 
CMDE: Membangun komunitas (menciptakan lingkungan kelas yang saling 
menghormati, resolusi konflik, dan kelompok pemecahan masalah), isi disiplin 
menyeluruh (menggabungkan latar belakang siswa dan pengalaman hidup dalam 
kurikulum), dan pendidikan hati-hati/dengan pertimbangan (menugaskan proyek 
yang mendorong konten memuncak, kreativitas, asisten guru dan penilaian diri). 
Praktek pengajaran Mr. Scott cocok dengan konteks kurikulum terbuka sekolah 
dan telah meningkatkan demokrasi multikultural di kelasnya. Namun, beberapa 
pengamatan menunjukkan bahwa kelas kerja terlalu menantang bagi beberapa 
siswa dan ukuran kelas yang besar agak mengurangi keterlibatan siswa (Zamroni, 
2011: 76-99) 
Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi banyaknya permasalah yang 
ada pada bangsa dan negara saat ini adalah dengan menanamkannya sejak dini 
melalui “Pendidikan”, tentunya pendidikan yang memperhatikan nilai-nilai 
keberagaman yang ada dalam Bangsa dan Negara Indonesia. Pendidikan yang di 
maksud di atas adalah “Pendidikan yang memperhatikan nilai-nilai multikultural” 
yang menurut Syafiq A. Mughni (2001: viii) adalah “wujud kesadaran tentang 
keanekaragaman kultural, hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan 
berbagai jenis prasangka atau prejudise untuk membangun suatu kehidupan 
masyarakat yang adil dan maju”.  
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sempat hilang dalam jenjang 




kuliah yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan mata kuliah lain. Merujuk 
pada “Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 dan Surat Edaran 
Dirjen Dikti No. 914/E/T/2011 tentang Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan 
Pancasila di Perguruan Tinggi maka ditemukan Pendidikan Kewarganegaraan 
muncul dalam wujud dua mata kuliah yang berbeda yaitu: Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) dan, Pendidikan Pancasila” (PP).  
Dalam perkembangannya, Pendidikan Kewarganegaraan mengalami 
pergeseran paradigma yang menuju kepada paradigma humanistik yang 
memandang setiap mahasiswa adalah manusia yang mempunyai karakter dan 
potensi yang berbeda-beda, hal tersebut bisa dilihat dari kajian, substansi, strategi 
dan evalusi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dimuat dan 
ditawarkan kepada mahasiswa. Selain hal tersebut, pendidikan kewarganegaraan 
juga mempunyai beberapa fungsi strategis yaitu sebagai pendidikan politik dan 
hukum, pendidikan nilai, “pendidikan demokrasi, pendidikan karakter bangsa, 
pendidikan moral dan pancasila, pendidikan bela Negara, serta pendidikan” 
kewarganegaraan. 
Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Pasal 37 bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam 
kurikulum disemua jenjang pendidikan dari pendidikan dasar, menengah hingga 
pendidikan tinggi. Artinya Pendidikan Kewarganegaraan diangagap memiliki 
posisi strategis guna membentuk karakter warga negara sesuai fungsinya. Dalam 




mempunyai posisi sentral dalam tujuannya membentuk warga negara yang baik, 
karena secara langsung bertemu dan berinteraksi dengan sang agen perubahan (the 
agent of change) yaitu mahasiswa guna tercapainya tujuan bangsa dan Negara 
yang termuat dalam UUD 1945 dan Pancasila.  
Berdasarkan data laporan pelaksanaan SPMB Universitas Sebelas Maret 
Surakarta (UNS) Tahun 2018 dijumpai asal provinsi mahasiawa baru tahun 2018 
sebagai berikut: mahasiswa baru UNS masih didominasi dari Provinsi Jawa 
Tengah sebanyak 50-100%, Kemudian Jawa Timur sebanyak 10-50% dan Jawa 
Barat sebanyak 5-10% sedangkan sisanya berasal dari seluruh Provinsi yang ada 
di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ada keberagaman yang sangat besar sehingga perlu dikembangkan pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan yang berbasis multikultural sebagai pilar 
penegakkan 4 (empat) konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia 
yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 
Proses “penerimaan calon mahsiswa baru di UNS dilakukan secara 
transparan dan mengikuti aturan perudang-udangan yang berlaku. Di antaranya 
Peraturan Rektor nomor 579/UN27/HK/2011”  dan  Peraturan Rektor nomor 5 
tahun 2017 “di  mana  dalam sistem penerimaan calon mahasiswa baru tidak 
membatasi unsur-unsur yang berkaitan dengan SARA tetapi didasarkan pada 
kompetensi calon mahasiswa melalui seleksi administrasi dan” tertulis. 
Dengan melihat kondisi keberagaman mahasiswa di Universitas Sebelas 




ras yang beranekaragam maka tetap saja bisa terjadi gesekan atau konflik antar 
mahasiswa apabila tidak diantisipasi dengan baik dan benar. Hal ini sebagaimana 
pernah terjadi berdasarkan laporan TEMPO Interaktif, Solo: Puluhan mahasiswa 
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo tadi siang tawuran di dalam 
kampus di Kentingan, Jebres, Solo. Mahasiswa dari Fakultas Sastra dan Seni 
Rupa melawan mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Mereka 
berkelahi karena dipicu kesalahpahaman. Tawuran berhasil diredam setelah satuan 
pengaman kampus turun tangan. Randy Eko Prasetyo, mahasiswa jurusan desain 
komunikasi visual, dan Rizadani Dedy Trisoma dari jurusan pendidikan jasmani 
kesehatan, dituding sebagai pemicu. Pembantu Rektor III mengatakan, "Sudah 
didamaikan dan keduanya membuat perjanjian kalau mengulangi lagi akan 
dikeluarkan”. Kedua mahasiswa semester I ini cekcok saat di Taman Satwa Taru 
Jurug. Percekcokan berlanjut ketika mahasiswa fakultas pendidikan mendatangi 
kampus mahasiswa sastra mencari Randy. Melihat rekan satu fakultas dipukuli 
ramai-ramai, puluhan mahasiswa sastra ikut memberi perlawanan. Perkelahian 
berakhir ketika belasan satpam bersama aparat Polisi Sektor Jebres datang 
melerai.   
Selanjutnya Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) menerapkan  prinsip  
pemerataan  wilayah  dalam  penerimaan mahasiswa baru. Dalam“Statuta UNISRI 
ditegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, 
agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. Dalam 




prestasi akademik calon mahasiswa, dan tidak mempermasalahkan perbedaan   
jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan 
ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik demografi  mahasiswa   baru,   
misalnya mahasiswa baru”di program studi“PGSD sebagian besar adalah  
perempuan, sedangkan  mahasiswa baru di prodi. hukum jumlah laki-laki lebih 
banyak daripada perempuan. Demikian juga dengan ras atau sukunya ada di 
antara mereka yang”warga negara Indonesia“(WNI) keturunan Cina, WNI 
keturunan  Arab,  orang  Sunda,  Timor,  Papua  dan  sebagainya.  Selain  itu 
UNISRI juga tidak melarang mahasiswa baru yang statusnya telah menikah. 
Ditinjau  dari  latar  belakang  agama  mahasiswa  baru,  mayoritas  beragama 
Islam, pemeluk Kristen Katholik sekitar 15 persen, dan pemeluk Hindu dan 
Budha di bawah 10 orang. Latar belakang ekonomi mereka juga beragam ada 
yang berasal dari keluarga miskin (yang memperoleh BPMKM atau Bidikmisi) 
dan keluarga yang mampu secara”ekonomi. 
Terkait dengan kasus konflik yang terjadi di UNISRI, berdasarkan 
observasi dan studi dokumen yang dilaksanaka juga pernah terjadi kasus 
perkelahian antar mahasiswa. Hal ini sebagaimana dikutip dalam halam berita: 
Polrestasurakarta.com, Rabu tanggal 22-03-2017 sekitar jam 19.30 telah terjadi 
perkelaian sesama orang Irian dengan korban Musa, mahasiswa UNISRI Luka 
pada kepala, tangan kanan dan jari, kedua kaki lecet. Sedangkan Pelaku Sakius als 
Iwa, atlit panahan keduanya kost di Nayu, Nusukan, Banjarsari yang juga 





Lebih lanjut berdasarkan data observasi awal juga di temukan ada 
persepsi mahasiswa tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan hanya 
sebatas mata kuliah wajib umum yang harus ditempuh dalam kuliah. Sehingga 
mahasiwa hanya berorientasi untuk mencari nilai yang baik dalam kuliah, artinya 
hanya mementingkan faktor kognitif atau sebatas pengetahuan saja. Sedangkan 
faktor afektif dan psikomotor dalam pembelajarannya tidak begitu diaplikasikan 
dan diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Diketahui bersama bahwa, mata 
kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah yang harus komprehensif 
dikuasai oleh mahasiwa baik faktor kognitif yang berhubungan dengan 
pengetahuan warga negara, faktor afektif yang berhubungan dengan sikap 
kewarganegaraan yang merupakan inti dari pembelajaran PKn itu sendiri, dan 
faktor psikomotor yang merupakan pelaksanaan atau implementasi dan sering 
disebut dengan keterampilan kewarganegaraan. Empati terhadap teman yang 
sakit, atau toleransi antar mahasiswa yang berbeda dirasakan menjadi sesuatu 
yang tidak lagi diperhatikan oleh mahasiswa sekarang ini. Semua sudah 
menikmati dunia masing-masing melalui media sosial yang dimiliki. 
Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi seharusnya 
dikembangkan melalui substansi pembelajaran yang dijiwai oleh empat konsensus 
kebangsaan yaitu“1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan 
pandangan hidup bangsa; 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 




kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia; 
4) dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan dalam 
keberagaman yang melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan”bernegara.  
Karakteristik masyarakat multikultural yang beraneka ragam “harus 
tercermin dalam sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang 
mengakomodasi multikultural dan pluralisme sesuai dengan tuntutan undang-
undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional mengakomodasikan semangat multikultural 
tercantum dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan” pendidikan 
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manunia, nilai keagamaan, nilai kultural dan 
kemajemukan bangsa. Mengingat penyelenggaraan pendidikan memerlukan 
kurikulum, maka nilai-nilai multikultural tersebut   harus  dijadikan   dasar dalam 
perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum suatu lembaga pendidikan. 
Pendidikan multikultural di dalam kurikulum, dapat diartikan  sebagai  suatu  
prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam 
mengembangkan filosofi dan tujuan, siswa dapat menggunakan kebudayaan 
pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, 




Hasil Penelitian dari Nurul Zuhriah (2011: 75-86) dengan judul “model 
pengembangan pendidikan kewarganegaraan multikultural berbasis kearifan lokal 
dalam fenomena sosial pasca reformasi” mengemukakan bahwa setidaknya ada 
beberapa faktor dominan penyebab pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
yang terjadi selama ini berlangsung monolitik, kurang demokratis, membosankan 
dan tidak optimal dalam memberikan kompetensi multikultural pada mahasiswa 
antara lain:  
Pembelajaran PKn pada umumnya kurang memperhatikan perubahan-
perubahan dalam tujuan, fungsi dan peran PKn di masyarakat; Posisi, 
peran dan hubungan fungsional dengan mata kuliah lainnya terabaikan; 
Lemahnya transfer informasi konsep PKn sebagai bagian dari rumpun 
ilmu-ilmu sosial  mengakibatkan out put pembelajaran PKn tidak 
memberi tambahan daya dan tidak pula mengandung kekuatan pada 
peserta didik untuk mengatasi problem-problem yang ada di lingkungan 
masyarakatnya; Dosen PKn tidak dapat meyakinkan mahasiswa untuk 
belajar PKn dengan lebih bergairah; Dosen lebih mendominasi 
mahasiswa (teacher centered); Pembelajaran PKn selama ini belum 
membiasakan pengalaman nilai-nilai kehidupan demokrasi sosial 
kemasyarakatan yang riil; Adanya tradisi yang dilakukan dosen dalam 
melaksanakan pembelajaran PKn yang cenderung menggunakan 
pendekatan monolitik dan bersifat top down; Nuansa pendekatan teoritis 
sangat kental dilakukan dalam pembelajaran PKn… . 
 
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam 
konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan 
karakter dan kepribadian“bangsa di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. 
Realitas pluralitas dan heteroginitas tersebut tergambar dalam prinsip Bhineka 
Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai  sentral  dalam  membangun  
kesatuan  memiliki  peran  dalam  membentuk generasi muda sebagai mana 




ditafsirkan secara luas mencakup persiapan peran dan tanggung jawab pemuda 
sebagai warga negara melalui sekolah, pengajaran dan pembelajaran. Pengertian 
tersebut menggambarkan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam 
membina warga negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang memahami tugas 
dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan 
bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memegang 
prinsip Bhinneka Tunggal Ika, untuk itu PKn memiliki peranan yang sangat 
penting dalam upaya mengembangkan masyrakat”multikultural.  
Dengan melihat berbagai permasalahan di atas maka diperlukan sebuah 
penelitian yang komprehensif tentang Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis 
Multikultural (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi di Kota Surakarta) sebagai 
salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan untuk menghasilkan warga negara 
yang baik dalam mewujudkan filosofi kesatuan dalam keberagaman yang 
melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara dalam kehidupan perguruan tinggi di Kota Surakarta. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah diperlukan “untuk memperjelas permasalahan yang 
akan diteliti agar hasil penelitian lebih berfokus dan mendalam, serta menghindari 
penafsiran yang” berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada masalah: 
1. Pendidikan di Indonesia selama ini khususnya yang berada di Perguruan 
Tinggi masih belum menerapkan nilai-nilai pendidikan secara 




2. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selama ini 
kurang memperhatikan perubahan yang ada dalam tujuan utama mata 
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara 
yang baik serta sedikit sekali memperhatikan fungsi dan peran 
Pendidikan Kewarganegaraan di dalam masayarakat.  
3. Terabaikanya peran dan hubungan dengan mata kuliah yang lain dalam 
pembelajaran di Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari: posisi, 
peran dan hubungan fungsional dengan matakuliah lainnya terabaikan 
4. Dosen“dalam “melaksanakan pembelajaran PKn yang cenderung 
menggunakan pendekatan monolitik dan bersifat top down, semua materi 
pembelajaran secara detail telah dipersiapkan oleh pusat (surat edaran) 
menteri pendidikan nasional, dosen tidak punya keleluasan untuk 
mencari dan mengembangkan materi lebih””jauh. 
5. Pendekatan “teoritis sangat kental dilakukan dalam pembelajaran PKn, 
yang ditunjukkan dengan penekanan pada pembahasan apa yang ada 
dalam buku teks, tanpa dikaitkan dengan apa yang ada dan yang relevan 
bagi bangsa Indonesia saat””ini.  
6. Adanya masalah kecenderungan sikap memandang sebelah mata dari 
mahasiswa terhadap mata kuliah umum wajib di perguruan tinggi 
sehingga menjadikan  proses pembelajaran sebagai sesuatu yang 
formalitas dan hanya sebatas mencari nilai. Hal ini merupakan tantangan  




7. Pesatnya perkembangan informasi melalui media sosial juga menjadi 
tantangan terhadap implementasi PKn khususnya di perguruan tinggi. 
Berdasarkan dari beberapa alasan ilmiah, penelitian ini mengambil 
judul “Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural (Studi Kasus pada 
Perguruan Tinggi di Kota Surakarta). Penelitian ini dirasakan perlu dilaksanakan 
karena melihat fungsi strategis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk warganegara yang baik. 
 
C. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah yang dapat dikaji dari latar belakang masalah di atas 
adalah: 
1. Bagaimana paradigma pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? 
2. Bagaimana pola pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan 
tinggi yang berbasis multikultural di Kota Surakarta? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Banyaknya permasalahan pendidikan sebagaimana diungkapkan dalam 
latar belakang masalah di atas mulai dari pusat sampai pada daerah, mulai yang 
sifatnya vertikal sampai pada yang bersifat horisontal khususnya yang berkaitan 
dengan tujuan utama diadakannya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di 
Perguruan Tinggi menuntut untuk diberikan solusi pemecahan masalah. Sehingga 
dapat dirumuskan tujuan Penelitian yang akan dihasilkan dalam penelitian ini 




1. Menganalisis paradigma pendidikan kewarganegaraan di perguruan 
tinggi khususnya di Kota Surakarta. 
2. Menemukan pola pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di 
perguruan tinggi yang berbasis multikultural di Kota Surakarta. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi khususnya 
dibidang pembalajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan 
tinggi; 
b. Sumbangan pengetahuan untuk pengembangan kurikulum 
pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi; 
c. Dasar kajian untuk penelitian selanjutnya.  
2. Manfaat Praktis 
a. Menemukan bagaimana analisis paradigma pendidikan 
kewarganegaran di perguruan tinggi; 
b. Menemukan pola pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang 
berbasis multikultural. 
